
 

 

 
 
 
 

  

 

 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 
NOMOR 18 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

Menimbang  
  
 
 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026; 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang  Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6968); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 

SALINAN 



 

 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

  6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2026; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2026. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Padang Pariaman. 

3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 2 

Total APBD pada rancangan Perubahan APBD tahun 

anggaran 2026 direncanakan menjadi sebesar 

Rp1.487.677.652.995,96 dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pendapatan Daerah 
 

1. Semula 

2. Bertambah/(berkurang) 

Rp 1.300.983.073.311,00 

Rp      14.567.678.217,00 

Jumlah Pendapatan Daerah 

setelah perubahan 

Rp 1.315.550.751.528,00 

 

b. Belanja Daerah  

1. Semula 

2. Bertambah/(berkurang) 

Rp 1.438.770.593.590,57 

Rp      47.907.059.405,39 

Jumlah Belanja Daerah 

setelah perubahan 

Rp 1.486.667.652.995,96 



 

 

c. Pembiayaan Daerah  

1. Penerimaan Pembiayaan  

a) Semula 

b) Bertambah/(berkurag) 

Rp 138.787.520.279,57 

Rp   33.339.381.188,39 

Jumlah penerimaan 

Pembiayaan setelah 

perubahan 

Rp 172.126.901.467,96 

2. Pengeluaran Pembiayaan  

a) Semula 

b) Bertambah/(berkurag) 

Rp  1.000.000.000,00 

Rp                       0,00 

Jumlah pengeluaran 

Pembiayaan setelah 

perubahan 

Rp  1.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan neto 

setelah perubahan 

Rp171.126.901.467,96 

Sisa lebih Pembiayaan 

anggaran daerah tahun 

berkenaan (SILPA) setelah 

perubahan 

Rp.                     (0,00) 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 

Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja, Dan Pembiayaan Tahun 

Anggaran 2026; 

b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, 

Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;  

c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan 

Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang 

Yang Diterima Serta SKPD Pemberi 

Hibah Tahun Anggaran 2026; 

d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan 

Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang 

Yang Diterima Serta SKPD Pemberi 

Hibah Tahun Anggaran 2026; 

e. Lampiran Iva Daftar Nama Penerima, Alamat Dan 

Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa 

 



 

 

Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi 

Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026; 

f. Lampiran Ivb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan 

Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa 

Barang Yang Diterima Serta SKPD 

Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 

2026; 

g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan 

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat 

Umum Yang Diterima Serta SKPD 

Pemberi Bantuan Keuangan Tahun 

Anggaran 2026; 

h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan 

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat 

Khusus Yang Diterima Serta SKPD 

Pemberi Bantuan Keuangan Tahun 

Anggaran 2026; 

i. Lampiran Via Daftar Nama Penerima, Alamat Dan 

Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 

Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun 

Anggaran 2026; 

j. Lampiran Vib Daftar Nama Penerima, Alamat Dan 

Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 

Kepada Pemerintah Kota Tahun 

Anggaran 2026; 

k. Lampiran Vic Daftar Nama Penerima, Alamat Dan 

Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 

Kepada Pemerintah Desa Tahun 

Anggaran 2026; 

l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan 

Tahun Anggaran 2026; 

m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan 

Tahun Anggaran 2026. 
 

 

 



 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan 

dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Padang Pariaman.  

 
 Ditetapkan di Parik Malintang 

 pada tanggal  2  Oktober  2026 

  

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

  

                        ttd 
 

  

  JOHN KENEDY AZIS 

  

Diundangkan di Parik Malintang  

pada tanggal  2  Oktober  2026  

 

           SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 

 

  

                           ttd 

 

 

  

HENDRA ASWARA  
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026 NOMOR 18 

 


